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ABSTRAK 

 

Pada tahun 2012 lalu PT Kallista Alam membakar hutan yang berada di Kawasan 

Ekosistem Leuser, telah diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh pada 

putusan tingkat pertama untuk membayar denda atas kerugian untuk pemulihan 

lingkungan. Tidak terima dengan putusan tersebut, PT. Kallista Alam mengajukan 

upaya hukum Kasasi hingga upaya hukum Peninjauan Kembali, namun baik 

Kasasi maupun PK yang dilakukan PT Kallista Alam ditolak. Berdalih mau 

membayar denda yang sudah ditetapkan, PT Kallista Alam justru menggugat balik 

KLHK yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan amar 

menganulir Putusan Mahkamah Agung. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

hukum normatif dimana penulis menggunakan bahan pustaka serta pendapat para 

ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh 

penulis. Dalam skripsi ini penulis menilai bahwa putusan Kasasi Nomor 651 

K/Pdt/2015 sudah berkekuatan hukum tetap tetapi karena PT Kallista Alam 

menggugat balik KLHK yang menganulir Putusan pada tingkat pertama sampai 

Kasasi hingga Peninjauan Kembali memiliki dasar pertimbangan yang 

menyatakan posisi koordinat di dalam perkara putusan tingkat pertama sampai 

Peninjauan Kembali tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya 

kepada PT Kallista Alam dan menyatakan Putusan Peninjauan Kembali 

Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2015 tidak mempunyai kekuatan titel 

eksekutorial sehingga KLHK tidak bisa melakukan eksekusi. Penulis juga ingin 

mengetahui bagaimana sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW, 

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut pandangan Islam, dan 

eksekusi dan non-eksekusi menurut pandangan Islam. 
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